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1.1 Latar Belakang Masalah

Pemungutan pajak menjadi bagian penting bagi pemerintah Indonesia, hal
ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang diterima
oleh negara. Menurut Soemitro dalam Pudyatmoko (2009:2-4) “Pajak adalah
peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai
pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang
merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.Pemungutan
pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti membayar gaji
pegawai, pembangunan infrastruktur dan keperluan untuk penyelenggaraan
kegiatan negara. Pemungutan pajak sudah diatur di dalam undang-undang, dan
wajib pajak yang membayar pajak tidak mendapatkan balasan secara langsung,
tetapi manfaat dari pembayaran pajak akan dirasakan secara bertahap seperti
merasakan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh negara.Pemungutan
pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu, yang pertama Pajak negara yang terdiri
dari Pajak penghasilan (Pph), Pajak pertambahan nilai (PPN), Bea materai dan
Bea masuk. Kemudian jenis pajak yang kedua adalah Pajak daerah yang terdiri
dari Pajak kendaraan bermotor, Pajak bumi dan bangunan, Pajak parkir
berlangganan, Pajak rokok dan lain sebagainnya.

Dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang diterima
olen negara, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi
administrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, reformasi
administrasi yang disebut juga modernisasi perpajakan yakni dengan merubah
sistem pemungutan pajak dari official assesment system menjadi self assesment
system. Dengan diterapkannya self assesment system sendiri adalah untuk
memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung pajak
yang harus dibayarkannya, melaporkan pajaknya serta membayar pajak
terhutang yang dimilikinya. wajib pajak yang akan membayarkan pajaknya
harus terlebih dahulu melaporkan pajak terhutangnya melalui Surat
Pemberitahuan pajak (SPT). Surat Pemberirtahuan sendiri merupakan laporan
pajak mengenai perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan kepada
negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan adanya modernisasi perpajakan Direktorat Jendral Pajak (DJP)
ingin menciptakan sebuah kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan
pajaknya, dan juga sebagai sarana untuk memberikan pelayanan yang terbaik
bagi wajib pajak, agar wajib pajak yang akan melaporkan pajaknya tidak terjadi



keterlambatan. Dengan diberikannya pelayanan yang baik dan kemudahan maka
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya akan meningkat
dengan sendirinya.

Dalam upayanya memberikan pelayanan yang lebih baik dan kemudahan
bagi wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan perkembangan
teknologi sebagai medianya. Media yang dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal
pajak adaah dengan menerapkan Electronic Government. Menurut The Worid
Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), E-Government ialah
sebagai upaya pemamfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk
meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transfaransi dan akuntabilitas
pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. E-
Government dapat diaplikasikan di lembaga legislatif, yudikatif atau untuk
kepentingan administrasi publik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan
pada masyarakat, meningkatkan efisiensi internal, dan sebagai media untuk
menjalankan pemerintahan yang demokratis. Media E-Government yang
digunakan oleh Direktorat Jenderal pajak adalah dengan menerapkan nya
program E-Filing, e-filing merupakan cara pelaporan SPT atau pemberitahuan
perpanjangan SPT tahunan yang dapat dilakukan secara online dan real
timemelalui website yang telah disediakan oleh Direktorat Jemderal Pajak yaitu
www.pajak.go.id atau ASP (Aplication Service Provider/Penyedia Jasa
Aplikasi). Dengan menggunakan program e-filing akan banyak manfaat yang
didapat oleh wajib pajak. Yang pertama wajib pajak dapat melaporkan pajaknya
kapan saja dan dimana saja, karena dengan adanya program e-filing ini wajib
pajak tidak perlu datang langsung ke kantor dan mengantri di KPP setempat,
selama wajib pajak terhubung dengan internet maka bisa melakukan pelaporan
pajak secara online dimana saja dan kapan saja. Yang kedua adalah menghemat
waktu, dengan memanfaatkan program e-filing wajib pajak dapat menghemat
waktu yang dimilikinya untuk mengantri di KPP selama melakukan pelaporan
pajak, maka dengan adanya e-filing wajib pajak dapat menggunakan waktunya
untuk kegiatan yang lain. Yang ketiga dalah bukti lapor yang dimiliki oleh wajib
pajak tidak akan mudah hilang, karena pada saat melakukan pelaporan secara
manual wajib pajak akan diberikan bukti lapor berupa BPS (Bukti Penerimaan
Surat) yang berwarna kuning dengan adanya e-filing wajib pajak melaporkan
secara online akan diberikan bukti lapor berupa BPE (Bukti Penerimaan
Elektronik) yang didalam bukti tersebut terdapat NTTE (Nomor Tanda Terima
Elektronik) dengan demikian bukti bayar pajak akan tersimpan secara aman dan
juga tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat adalah terhindar
dari resiko keterlambatan melapor pajak, biasanya wajib pajak melakukan
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pelaporan pajak pada saat menjelang batas akhir pelaporan pajak dan ketika
wajib pajak juga dengan kapan batas akhir pelaporan secara otomatis mereka
terlambat melaporkan pajaknya, namun dengan menggunakan e-filing wajib
pajak bisa merasakan manfaatnya yaitu meskipun pada saat akan melapor pada
hari batas pelaporan pajak wajib pajak tidak perlu khawatir karena masih bisa
melaporkan pajaknya dengan menggunggah file SPT nya dan mengklik lapor
dengan begitu wajib pajak dapat terhindar dari keterlambatan melapor pajak dan
juga terkena denda, bisanya wajib pajak akan merasa keberatan jika terkena
denda. Dengan diterpakannya program e-filing diharapkan wajib pajak dapat
beralih menggunakan aplikasi tersebut untuk memudahkan mereka dalam
memenuhi kewajiban pajaknya, juga untuk memanfaatkan kemajuan teknologi
dan informasi karena pada era saat ini semua kegitan yang dilakukan oleh setiap
masyarakat akan terhubung dengan internet, sehingga diterpakannya program e-
filing ini dirasa akan mempermudah dan tidak menyulitkan bagi wajib pajak.

Penerapan program e-filing yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak
dalam melaporkan pajaknya, namun pada kenyataannya masih ada wajib pajak
yang belum melaporkan pajaknya menggunakan e-filing dan datang langsung ke
kantor pajak untuk melaporkan pajaknya. Seperti yang terjadi di Kantor
Pealayanan Pajak (KPP) Madya surabaya, yang masih menerima pelaporan SPT
orang pribadi secara manual. Pada dasarnya e-filing yang dilayani oleh Kantor
Pelayanan Pajak Madya Surabaya adalah SPT masa badan, yang sebenarnya e-
filing sudah terdaftar di masing-masing wajib pajak orang pribadi tanpa perlu
melaporkan lagi pada pihak Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya. Dengan
adanya wajib pajak yang masih datang ke kantor untk melaporkan pajaknya
secara manual berarti program e-filing belum dapat dikatakan berjalan dengan
baik.

Melihat hal tersebut Kementerian membuat peraturan baru mengenai Surat
Pemberitahuan (SPT) yakni, Peraturan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang kewajiban untuk wajib pajak
melaporkan PPh pasal 21 dan PPN dengan menggunakan e-filing yang mulai
berlaku per tanggal 1 April 2018.

Untuk mendorong agar wajib pajak beralih menggunakan program e-filing
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya melakukan sosialisasi perpajakan untuk
mengenalkan peraturan baru mengenai wajib e-filing. Hal ini dilakukan agar
tidak ada lagi wajib pajak yang melaporkan pajaknya secara manual karena
kewajiban pelaporan SPT menggunakan e-filing sudah tercantum dalam
Peraturan Kementerian Keuangan. Namun meskipun sudah dilakukan sosialisasi
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perpajakan masih saja wajib pajak yang masih belum paham mengenai peraturan
baru tersebut.

Adapun hal-hal yang menjadi kendala ketika diadakannya sosialisasi
perpajakan dan menyebabkan wajib pajak tidak menggunakan e-filing sebagai
media untuk melaporkan pajak. Kendala yang pertama adalah ketika pihak
Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan undangan untuk wajib pajak agar hadir
pada sosialisasi perpajakan undangan tersebut tidak sampai ke wajib pajak atau
surat undangan tersebut kembali lagi pada Kantor Pelayanan Pajak dikarenakan
alamat yang tidak jelas akibat dari alamat kantor wajib pajak yang pindah, hal
tersebut diluar kendali pihak Kantor Pelayanan Pajak karena sudah mengirim
surat undangan pada alamat yang sesuai dengan database. Kendala yang kedua
saat diadakan sosialisasi perpajakan banyak wajib pajak yang sudah dikirim
undangan untuk mengikuti sosialisasi perpajakan namun tidak hadir, dengan
ketidakhardiran wajib pajak ini menyebabkan tidak mendapat informasi
mengenai apa itu e-filing dan bagaimana cara menggunakannya serta manfaat
menggunakan e-filing.Kendala yang ketiga dikarena wajib pajak yang tidak
paham tentang teknologi khususnya cara menggunakan internet, program e-
filing merupakan program yang memang menggunakan internet sebagai modal
utama untuk menjalankan programnya, sehingga pengguna program e-filing
harus paham mengenai penggunaan internet, selain harus paham cara
menggunakan internet jaringan internet juga harus stabil agar pelaporan pajak
melalui program e-filing dapat berjalan lancar.

Mungkin dikarenakan kendala-kendala tersebut yang menyebabkan wajib
pajak masih enggan menggunakan program e-filing dan datang ke kantor pajak
untuk melaporkan pajaknya secara manual, padahal dengan adanya program e-
filing Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ingin memberikan kemudahan bagi wajib
pajak. Maka berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian
dengan judul “ Strategi Sosialisasi Program E-Filing dalam Meningkatkan
Kepatuhan Wajib Pajak “ (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya
Surabaya).

Identifikasi Masalah

Saat ini banyak masyarakat yang melakukan segala aktivitasnya menggunakan
elektronik. Hal ini lah yang mendasari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk
menafaatkan elektronik sebagai media untuk memudahkan wajib pajak dalam
memenuhi  kewajiban pajaknya yakni dengan menerapkan electronic
government yaitu dengan diciptakannya program e-filing. Dengan beralihnya
pelayanan manual menjadi online diharapkan dapat memberi pelayanan yang



prima, kemudahan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban pajaknya. Dengan memberikan pelayanan lebih baik dan terpadu
diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip good governance. Dalam
penerapan program e-filing dibutuhkan juga strategi untuk mensosialiskan
program tersebut agar maksud dan tujuan diciptakannya program tersebut dapat
dipahami oleh wajib pajak.

1.3 Pembatasan Masalah
Dengan diterapkannya e-government wajib pajak diberikan kemudahan dalam
melaporkan pajaknya. Adapun e-System perpajakan dibagi menjadi e-
registration, e-filling dan e-Billing, maka wajib pajak dapat melaporkan
pajaknya diaman saja dan kapan saja. Namun penulis ingin melakukan
penelitian mengenai startegi sosialisasi program e-filing dalam meningkatkan
kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya.

1.4 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas penulis akan
melakukan penelitian dengan rumusan masalah yakni :
Bagaimana strategi sosialisasi yang digunakan untuk mengenalkan program
wajib e-filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ?

1.5 Tujuan Penelitian
Dengan memperhatikan rumusan masalah mengenai strategi sosialisasi
program E-Filing di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya, maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan :
Strategi sosialisasi yang dilakukan untuk mengenalkan peraturan wajib e-
filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.6 Manfaat Penelitian
Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis
maupun akademis :
1. Manfaat Akademis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi penelitian
selanjutnya yang tertarik mengangkat tema terkait.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan
informasi mengenai program e-filing, khusunya dalam menerapkan
staregi sosialisasi program e-filing untuk meningkatkan kepatuhan
wajib pajak.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surabaya diharapkan
penelitian dapat memberikan masukan untuk melaksanakan strategi
sosialisasi program e-filing sehingga wajib pajak mau beralih
menggunakan program e-filing untuk memudahkannya dalam
melaporkan pajak.

b. Bagi pembaca dan penulis diharapkan penelitian ini dapat memberikan
pengetahuan tentang manfaat dan kemudahan menggunakan program e-
filing.

1.7 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian skripsiini terdiri dari VV Bab :

1.

BAB | Pendahuluan

Pada bab ini merupakan bagian awal mengenai pengenalan permasalahan
yang diangkat oleh penulis yang meliputi : Latar Belakang, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.
BAB Il Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi tentang penjelasan penelitian terdahulu dan landasam
teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian pada saat melakukan
analisis data.

BAB 11l Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan penulis terkait
bagaimana penelitian akan dilakukan.

BAB IV Penyajian Data dan Pembahasan

Pada bab ini berisi data-data hasil penelitian yang dirinci menjadi deskripsi
lokasi, penyajian data lapangan, dan pembahasan.

BAB V Penutup

Pada bab ini merupakan bagian akhir yang berisi penutup, simpulan, saran,
daftar kepustakaan dan lampiran hasil penelitian.



